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Mengingat 
 

: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

: 
 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah yang telah           ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas  Penanaman Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka 

perlu menyusun uraian tugas Jabatan Struktural dan Non 
Struktural sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian 
Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Penanaman 
Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara– Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964  Nomor  94,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 
Nomor  6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
244, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  
5587)  sebagaimana telah  diubah  kedua  kalinya  dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun   2015   Nomor   58,   Tambahan   Lembaran   Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 
Nomor 13); 

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. 

        M  E  M  U  T  U  S  K  A  N : 

Menetapkan :     PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA. 
 

BAB I 

 
Ketentuan Umum 

 
Pasal  1 

                            Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 

4. Sekretaris adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman  Modal dan Pelayan 

Terpadu Satu Pintu   Provinsi Sulawesi Tenggara; 

7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai 

Aparatur Sipil Negara  dalam rangka memimpin suatu satuan 
organisasi negara; 

8. Jabatan Non Struktural adalah unsur pembantu  pada eselon 

terendah.  
 
 

BAB II 
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI 

TUGAS DAN FUNGSI 
 
 

Bagian Kesatu 
 Kedudukan Organisasi 

 
Pasal  2 

Kedudukan  Organisasi  Dinas adalah sebagaimana telah diatur dalam 

ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Sulawesi 
Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu  Satu Pintu Provinsi Sulawesi  Tenggara. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 
Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan pasal 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor  69 
Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. 

(2) Peta Jabatan  Dinas  sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara ini. 
 

 
 
 

 
 

BAB II 

 
URAIAN TUGAS JABATAN 

PADA DINAS PENANAMAN  MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

Bagian Kesatu 
Uraian Tugas Jabatan 

 

Kepala Dinas 
 

Pasal  4 
(1) Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan 

dan melaksanakan tugas kesekretariatan, perencanaan, pengembangan 

iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan 

perizinan, penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut  : 

a. membagi tugas kepada Sekretariat dan para Kepala Bidang dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing  agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada Sekretariat dan para Kepala Bidang 
dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar 

setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;  
c. mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat dan para Kepala Bidang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjalin kerjasama yang 

baik dan saling mendukung; 
d. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan para Kepala 

Bidang dengan mempelajarai dan memecahkan permasalahan  dari 
hasil pekerjaannya masing-masing sebagai bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

e. merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan dinas sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal lingkup 
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Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
g. menyedikaan dukungan pengembangan penanaman modal sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan 

berjalan dengan lancar; 
h. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta 

pembinaan kepada  penanam modal sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 
i. melakukan pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan 

perundang - undangan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan 
lancar; 

j. melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha atau  dengan  

instansi pusat dan daerah   sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. melaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi 
sumber daya alam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menerbitkan surat persetujuan, perizinan dan pemberian 
rekomendasi fasilitas/insentif sesuai peraturan perundangan yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

m. melaksanaan promosi atau pameran potensi sumber daya alam baik 
dalam negeri maupun luar negeri dengan memberikan informasi 

agar mengetahui promosi dan pameran potensi;. 
n. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan terknis dibidang 

penelitian dan pengembangan, informasi dan promosi, perizinan dan 

pengendalian  berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. memberikan pembinaan terhadap kebijakan di bidang penelitian dan 

pengembangan, informasi dan promosi, perizinan serta pengendalian 
berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 
p. memantau pelaksanaan pengembangan di bidang penelitian dan 

pengembangan, informasi dan promosi, perizinan dan pengendalian 

agar pelaksanaan tugas mencapai hasil sesuai yang diharapkan; 
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara lisan 

maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

Gubernur Sulawesi Tenggara.  
(3) Kepala Dinas membawahi  : 

a. Sekretariat; 

b. Kepala Bidang Perencana, Pengembangan Iklim dan Promosi 
Penanaman Modal; 

c. Kepala Bidang  Pengendalian, Pelaksanaan, Penanaman Modal dan 
Informasi; 

d. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan; 
e. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 

 
Bagian kedua 

URAIAN TUGAS JABATAN  

Sekretariat 

Pasal 5 



5 

 

 

(1) Tugas Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di 

bidang administrasi perkantoran meliputi urusan program, urusan 
keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

Sekretariat mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian dengan 

mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing  agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;  
b. memberi petunjuk kepada para Sub Bagian dengan menjelaskan 

pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang 
dikerjakan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. menilai pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian dengan 

menyarankan upaya pemecahannya agar didiketahui kendala 
ataupun hambatan dalam pelaksanaan tugas;  

d. mengatur pelaksaan tugas para Kepala Sub Bagian sesuai 
ketentuan dan petunjuk Kepala Dinas agar terjalin kerjasama yang 
baik, serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;  

e. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun sebelumnya 
sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas agar dalam pelaksanaannya 
berjalan dengan lancar; 

f. memeriksa surat dan naskah dinas yang akan disampaikan kepada 
atasan dengan meneliti kebenarannya    dan  membubuhi paraf 

terhadap surat dan naskah dinas yang benar agar terlaksananya 
tugas dengan baik; 

g. mengontrol administrasi surat-surat melalui buku agenda, dan 

buku ekspedisi agar pendistribusian dan pengarsipan surat 
dilaksanakan dengan baik;  

h. membina dan mengendalikan administrasi Keuangan dan program, 

kepegawaian dan perlengkapan dinas agar pengelolaan masing-
masing Sub Bagian dapat berjalan sesuai dengan rencana; 

i. mengontrol keperluan rumahtangga dinas dengan memeriksa latar   
kebutuhan  rumah tangga dinas untuk mengetahui kebutuhan 
rumah  tangga dinas; 

j. menghimpun masukan rencana program dan kegiatan tahunan dari 
setiap bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran tugas; 
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk Kepala 

Dinas. 

(3) Sekretariat membawahi : 
a. Kepala Sub Bagian Program; 

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;  
c. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bagian Program 
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Pasal 6 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Program adalah melaksanakan penyusunan  

dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang 

tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. memberi pentunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti 

dan menelaah secara cermat  agar tugas terlaksana dengan baik; 
d. mengonsep surat dan naskah Dinas yang sesuai disposisi dan 

petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 
e. menganalisis dan menghimpun data realisasi keuangan sebagai 

bahan penyususnan program kegiatan dalam rangka peningkatan 

efesiensi, efektifitas kinerja aparatur ; 
f. melaksanakan penyusunan Rencana Stratengis (RENSTRA) dan 

Rencana Kerja      (RENJA), LAKIP,LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas 

sesuai petunjuk  teknis dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk terlaksananya tugas dengan baik ; 

g. melaksanakan penyusunan program dan anggaran yang 
berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menganalisis dan menghimpun data realisasi keuangan sebagai 
bahan penyususnan program kegiatan dalam rangka peningkatan 

efesiensi, efektifitas kinerja aparatur; 
i.  memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas 

yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan baik ; 
j.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
k.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

Sekretaris.  
(3) Kepala Sub Bagian Program membawahi : 

a. Penyusun Program; 

b. Pengumpul dan Pengolah Data; 
c. Operator Komputer. 

 
Penyusun Program 

 

Pasal    7 
Penyusun Program mempunyai uraian tugas  jabatan sebagai berikut : 
a. menerima dan memeriksa bahan dan data program sesuai prosedur 

sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program; 
b. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program 

sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila 
diperlukan;  

c. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang 

terkait dengan program sesuai prosedur dalam rangka penyusunan 
program; 

d. menyusun konsep penyusunan program sesuai dengan hasil kajian 
dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; 
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e. mendiskusikan konsep penyusunan program dengan pejabat yang 

berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan 

penyusunan program;  

f. menyusun kembali program berdasarkan hasil diskusi sesuai 

prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program; 

g. mengevaluasi proses penyusunan sesuai prosedur sebagai bahan 

perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran; 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan    tugas   kedinasan   lainnya   yang   

diperintahkan    pimpinan   baik secara  tertulis   maupun  

lisan. 

 

 
Pengumpul dan Pengelolah Data 

 

Pasal     8 
     Pengumpul dan Pengelolah Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 
a. menerima dan mengumpulkan bahan dari responden 

berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan 

selanjutnya; 
b. mengelompokkan bahan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan; 
c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang 

terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja;  
d. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang 

masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan yang akan diprioritaskan;  
e. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan 
yang akan ditindak lanjuti; 

f. menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan 
dan pembinaan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis 
sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan    tugas   kedinasan   lainnya   yang   

diperintahkan    pimpinan   baik secara  tertulis   maupun  

lisan. 

 

Operator Komputer 
 

Pasal     9 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 
agar proses dapat berlanjut ; 

b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 
c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 
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d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 
e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan 
prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan 
lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan  tugas; 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan.                      

 
Uraian Tugas Jabatan 

 Kepala Sub Bagian Keuangan   
 

Pasal 10 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian  Keuangan adalah melaksanakan 
urusan administrasi  keuangan dan, urusan perbendaharaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. membagi tugas dan mengarahkan bawahan dengan mendisposisi 
naskah Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing 
agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan pokok 
permasalahan dan pemecahannya     agar    setiap    tugas   yang 
diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 

c. membina dan mengecek langsung tugas bawahan sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku agar terjalin kerja sama yang 

baik, serasi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas; 
d. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai disposisi dan petunjuk 

atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan tugas penyusunan administrasi keuangan sesuai 
peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis pengelolaan 

keuangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik 
dan benar; 

f. melaksanakan urusan Perbendaharaan dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka meningkatkan efisiensi, 
efektifitas keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

g. melaksanakan  penyiapan pengujian dan  penerbitan Surat Perintah 
Membayar (SPM) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. melaksanakan urusan akutansi dan verifikasi anggaran sesuai 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

tertibnya pengeloaan keuangan; 
i. mempersiapkan rencana anggaran tahunan dengan membuat daftar 

agar kegiatan dapat berjalan secara berkesinambungan; 
j. mengevaluasi realisasi anggaran dalam rangka menertibkan 

administrasi keuangan dan pembayaran sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

k. melaksanakan urusan akutansi dan verifikasi anggaran sesuai 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
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l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan baik; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan    tugas   kedinasan   lainnya   yang   

diperintahkan    pimpinan   baik secara  tertulis   maupun  

lisan. 

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan membawahi :   

a. Bendahara Pengeluaran; 
b. Pengetik; 
c. Pengelola Administra Keuangan; 

d. Operator Komputer. 
 

 
                  Bendahara Pengeluaran 

 

             Pasal 11 
   Bendahara Pengeluaran mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut : 

a. mengelola   uang/  surat     berharga/barang dengan memebuat    
daftar pengelola uang   untuk   bahan   pertanggungjawaban; 

b. mencatat,  menyusun   penerimaan   dan  pengeluaran   uang   

di dalam formulir daftar penerimaan   dan   pengeluaran yang   

telah   ditetapkan   sesuai prosedur yang berlaku   untuk   

bahan   lampiran  laporan; 

c. melaksanakan tugas menerima, menyimpan, membayar  dan 

mempertanggungjawabkan  uang yang dikelola  dengan 

berpedoman  pada petunjuk teknis dan peraturan perundangan 

yang berlaku untuk terlaksananya pelaksanaan tugas; 

d. mencatat,  menyusun   penerimaan   dan  pengeluaran   uang   

di dalam formulir daftar penerimaan   dan   pengeluaran   yang   

telah   ditetapkan   sesuai prosedur yang berlaku   untuk   

bahan   lampiran  laporan; 

e. menyusun bahan laporan realisasi Keuangan baik rutin maupun 
berkala kepada Gubernur melalui BPKAD sebagai bahan 

pertanggungjawaban keuangan; 
f. membuat SPP gaji berdasarkan daftar dan diajukan kepada 

bendahara gaji untuk diketahui serta pelaksanaan tindak lanjutnya; 
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertenggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 
 

Pengetik 

 
Pasal 12 

                    Pengetik mempunyai uraian tugas  jabatan sebagai berikut : 

a. menerima dan  membaca konsep surat dari atasan untuk diketik 

agar  dalam pengetikan konsep   surat  dengan   benar; 
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b. menyiapkan dan memasang kertas karbon ke dalam mesik 

tik sesuai   dengan prosedur  dan  ketentuan yang  berlaku 

untuk menghasilkan  jumlah tembusan yang  diperlukan; 

c. mengatur kerapian  letak kertas pada mesin tik, sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan  yang  berlaku   agar 
menghasilkan  konsep  surat  yang  rapi; 

d. mengetik dengan jarak spasi yang telah ditentukan agar 
mudah dibaca dan diperiksa; 

e. menyusun, merapikan dan memelihara hasil ketikan untuk 
dicocokan dengan  konsep   surat  agar jika ada kesalahan  
segera  diperbaiki; 

f. menyerahkan  hasil ketikan dan bahan-bahannya kepada 
atasan untuk diteliti dan diparaf/tandatangani;      

g. memelihara kebersihan mesin tik agar terhindar dari 
kerusakan apabila diperlukan; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan baik secara tertulis maupun secara lisan. 

 
 
Pengelola Administrasi Keuangan 

 
Pasal 13 

             Pengelola Administrasi Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 

a. menyusun  program  kerja bahan dan alat  perlengkapan   data 

administrasi keuangan sesuai dengan prosedur  dan  

ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan 

dapat  berjalan dengan   baik; 

b. memantau, administrasi keuangan sesuai dengan bidang 

tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian 

dengan   rencana awal; 

c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar  tidak  terjadi  penyimpangan  

dalam  pelaksanaan; 

d. mengkoordinasikan dengan bidang-bidang terkait lingkup 

dinas dalam rangka   pelaksanaannya, agar program dapat 

terlaksana secara terpadu; 

e. mengevaluasi  dan  menyusun laporan secara  berkala,  

sesuai   dengan   prosedur dan ketentuan yang  berlaku 

sebagai bahan penyusunan program untuk kelancaran 

pelaksaaan tugas; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik lisan maupun 

tertulis sebagai bahan bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan baik secara tertulis maupun secara lisan. 

 

 

 
             Operator Komputer 

 



11 

 

 

               Pasal 14 

  Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai    
berikut : 
a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 

agar proses dapat berlanjut ; 
b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan 
lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan.                      
 

Uraian Tugas Jabatan   
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

 Pasal 15 
(1) Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 

melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, urusan rumah 

tangga keprotokolan, urusan kepegawaian dan pengelolaan 
perlengkapan. 

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. membagi tugas dan mengarahkan bawahan dengan mendisposisi 
naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing agar 

tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan pokok 

permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan 

dapat diselesaikan dengan baik; 
c. membina dan mengecek langsung tugas bawahan agar terjalin kerja 

sama yang baik, serasi dan saling mendukung dalam melaksanakan 

tugas; 
d. mengonsep surat dan naskah dinas yang  disposisi oleh atasan 

sesuai petunjuk atasan langsung agar terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

e. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pelaksanaan tugas evaluasi dan  penyempurnaan organisasi serta  
ketatalaksanaan dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. melaksanakan tugas pengelolaan urusan administrasi kepegawaian 

dinas sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran  
pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan pengelolaan urusan barang, tata usaha dan 

administrasi perkantoran serta kebutuhan rumah tangga dinas 
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sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku  agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penyempurnaan organisasi dan  ketatalaksanaan dengan ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bahan 
evaluasi dan pertanggung jawaban; 

i. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani 

oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas 
yang telah dianggap benar untuk terlaksananya tugas dengan baik ; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

(3)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian membawahi : 
a. Pengadministrasian umum; 

b. Caraka; 
c. Pengelola Administrasi; 
d. Administrasi kepegawaian; 

e. Pengelola Kenaikan Pangkat; 
f. Operator Komputer. 

 

                            Pengadministrasian Umum  
 

                                     Pasal 16 
Pengadministrasian umum mempeunyai uraian tugas jabatan berikut : 
a. menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan 
pencarian; 

b. memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian; 
c. mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
memudahkan pendistribusian; 

d. mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar tertib administrasi; 
e. melaporkan  pelaksanaan    dan   hasil   kegiatan  kepada    atasan    

sesuai   dengan prosedur sebagai   bahan   evaluasi dan 
pertanggungjawaban    pelaksanaan   tugas; dan 

f. melaksanakan    tugas   kedinasan   lainnya   yang   diperintahkan    

pimpinan   baik secara  tertulis   maupun  lisan. 
 

Caraka 

                                               
Pasal 17 

 Caraka mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. menerima  surat   yang  telah   dibukukan   dalam   buku   

ekspedisi  untuk   dikirim agar dapat  diproses lebih lanjut; 

b. menyortir surat   sesuai  jenis  dan  ketentuan  yang  akan  

dikirim   sesuai   dengan wilayah tugasnya  untuk   

mempermudah   pengiriman  pada  pihak  terkait; 

c. menghitung dan menyesuaikan alamat surat yang tercantum 
dalam buku  ekspedisi untuk   dikirim  ke alamat  yang 
dituju; 

d. membuat  rencana  perjalanan   pengiriman  surat   sesuai   

surat   perintah  untuk kelancaran pelaksanaan   tugas; 
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e. menyampaikan/mengantar surat ke alamat   yang  dituju  

sesuai   prosedur  dan meminta tanda  bukti  penerimaan 

sebagai  bahan   laporan   ke pimpinan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyerahkan kembali  buku  ekspedisi  dan  tanda  
penerimaan surat  pada ekpeditur  sebagai  bahan 
pertanggungjawaban; 

g. melaporkan  hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang  berlaku sebagai  bahan   evaluasi dan 

pertanggungjawaban;    

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun  lisan. 
 

 

                            Administrasi Kepegawaian 
 

                                    Pasal 18 

Administrasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. menerima dan  mencatat   administrasi kepegawaian  sesuai   

dengan   prosedur  dan  ketentuan yang berlaku   untuk   

diproses lebih lanjut; 

b. memeriksa  data   administrasi pegawai    sesuai    dengan    

prosedur   dan   ketentuan   yang berlaku   dalam  rangka   proses 

lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. mengelompokkan   data   adminstrasi pegawai    sesuai    dengan    

prosedur   dan   ketentuan yang berlaku untuk   diproses lebih 

lanjut; 

d.  memproses  data administrasi pegawai    sesuai   dengan   

prosedur  dan  ketentuan   yang  berlaku sebagai  wujud  pelayanan  

prima; 

e. memeriksa  dan  mengkonsultasikan     kendala  yang  timbul   

dalam   pelaksanaan administrasi data  pegawai   dengan   pejabat   

yang  berwenang  dan  terkait   sesuai   dengan prosedur  dan 

ketentuan  yang  berlaku   untuk   penyelesaian  masalah; 

f. melaporkan  pelaksanaan    dan   hasil   kegiatan  kepada    atasan    

sesuai   dengan prosedur sebagai   bahan   evaluasi dan 

pertanggungjawaban    pelaksanaan   tugas; dan 

g. melaksanakan    tugas   kedinasan   lainnya   yang   diperintahkan    

pimpinan   baik secara  tertulis   maupun  lisan. 

. 

Pengelolah Kenaikan  Pangkat  
 

Pasal  19 

Pengelolah Kenaikan Pangkat mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. menyusun  program  kerja,   bahan    dan  alat  perlengkapan   

data kenaikan pangkat sesuai dengan prosedur   dan   

ketentuan    yang   berlaku,   agar   dalam pelaksanaan 

pekerjaan dapat  berjalan dengan   baik; 
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b. memantau pengelola kenaikan pangkat  sesuai dengan 

bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat 
kesesuaian dengan   rencana awal; 

c. mengendalikan   program  kerja,   sesuai   dengan   prosedur  

dan  ketentuan   yang berlaku agar  tidak  terjadi  
penyimpangan  dalam  pelaksanaan; 

d. mengkoordinasikan dengan bidang-bidang terkait dalam 

rangka   pelaksanaannya    agar  program dapat  terlaksana    
secara   terpadu   untuk mencapai hasil  yang  optimal; 

e. mengevaluasi  dan  menyusun   laporan   secara   berkala  
sesuai   dengan   prosedur dan  ketentuan yang  berlaku   
sebagai   bahan   penyusunan program untuk kelancaran 

pelaksaaan tugas; 
f. melaksanakan pengelolaan kenaikan pangkat pegawai untuk 

selanjutnya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah 
untuk penyelesaian lebih lanjut; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 
 

          Operator Komputer 
 

          Pasal 20 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 

agar proses dapat berlanjut ; 

b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 
e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan                     
 

 
 
 

Bagian Ketiga 
    Uraian Tugas Jabatan 

  Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim 
dan Promosi Penanaman Modal 

 

Pasal 21 

(1) Tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi 
Modal adalah merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim 

investasi dan promosi penanaman modal. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Modal 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahunan  sebelumnya 

dan petunjuk Kepala Dinas agar dalam pelaksanaannya berjalan 
dengan lancar; 

b. membagi tugas kepada para Kepala Seksi dengan mendisposisi 

sesuai bidang tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang 
tindih dalam pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi dengan menjelaskan 
pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

d. menarik minat  para investor asing maupun investor dalam negeri 
dengan melakukan Investasi melalui pameran, temu bisnis dan 

workshop agar pameran terlaksana           dengan baik; 
e. memeriksa surat dan naskah yang akan disampaikan Kepala Dinas 

dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf terhadap 

surat dan naskah dinas yang benar untuk terlaksananya tugas 
dengan baik; 

f. melaksanakan koordinasi dalam hal penelitian dan pengembangan 

serta pengkajian meliputi pendataan potensi untuk peluang 
investasi dan kelayakan potensi penanaman modal di 

Kabupaten/Kota; 
g. melaksanakan koordinasi pengkajian dengan mengadakan 

infrastruktur dan inventarisasi ketersediaan lahan untuk peluang 

investasi; 
h. menyiapkan peta investasi yang mencakup semua potensi sumber 

daya untuk menghasilkan produk unggulan daerah; 

i. melaksanakan kerjasama  dengan instansi terkait dengan 
stakeholder dalam penelitian dan pengembangan serta pengkajian 

agar mencapai sasaran yang diharapkan; 
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  Kepala Dinas baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas;    
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk Kepala 

Dinas.  
(3)  Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Modal 

membawahi : 

a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 

b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

c. Seksi Promosi Penanaman Modal. 

 
                 Uraian Tugas Jabatan 

                     Kepala Seksi Perencanaan Penanamn Modal 

               Pasal 22 
(1) Tugas Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal adalah 

melaksanakan pengumpulan data potensi, menganalisis penyusunan 
rencana daerah berdasarkan potensi unggulan daerah. 

(2) Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a.    membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai 
bidang tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam pelaksanaan tugas; 
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b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan, menelaah secara 

cermat agar dapat diselesaikan dengan baik; 
d. melaksanakan pengumpulan data dengan menganalisa dan 

menyusun kebijakan penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah untuk mengetahui wilayah yang di tujuh; 

e. menyusun rencana kerja   pengembangan iklim penanaman modal 

yang kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pengumpulan data potensi dengan cara menganalisa 

dan menysun pengembangan perencanaan penanaman modal 

daerah untuk bahan pertanggungjawaban; 

g. menyusun program kerja seksi perencanaan penanaman modal 

sesuai dengan  petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengumpulkan data  dalam rangka penyusunan kebijakan teknis 

di bidang penanaman modal sebagai  bahan perencanaan 

pelaksanaan tugas;  

i. menganalisis penyusunan rencana daerah berdasarkan potensi 

unggulan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas perencanaan penanaman 

modal sesuai program yang telah dilaksanakan untuk keterpaduan 

pelaksanaan tugas dan bahan pertanggungjawaban; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  Kepala Bidang 

Penelitian dan Pengembangan baik secara lisan maupun secara 

tertulis untuk bahan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan 

tugas;   

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk Kepala 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

(3) Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal  membawahi : 
a. Pengumpul Bahan Perencanaan dan Kerjasama; 

b. Pengumpul dan Pengolah Data; 
c. Penyusun Perencana penanaman Modal; 

d. Operator Komputer.          
 

                         Pengumpul Bahan Perencanaan dan Kerjasama 

 
                       Pasal  23 

Pengumpul Bahan Perencanaan dan Kerjasama  mempunyai tugas 
jabatan  adalah sebagai berikut : 
a. menerima dan mengumpulkan bahan perencanaan dan kerjasama 

dari responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk 
tindakan selanjutnya; 

b. mengelompokkan bahan perencanaan dan kerjasama sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan 
perolehan data yang dibutuhkan; 

c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang 
terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja;  



17 

 

 

d. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang 

masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
yang akan diprioritaskan;  

e. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan 
ditindak lanjuti; 

f. menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan 
dan pembinaan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan    tugas   kedinasan   lainnya   yang   diperintahkan    
pimpinan   baik secara  tertulis   maupun  lisan. 

 
            Pengumpul dan Pengolah Data 

 

       Pasal 24 
      Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 

a. menerima dan mengumpulkan bahan perencanaan dan kerjasama 
dari responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk 

tindakan selanjutnya; 
b. mengelompokkan bahan perencanaan dan kerjasama sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan 

perolehan data yang dibutuhkan; 
c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang 

terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja;  
d. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang 

masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
yang akan diprioritaskan;  

e. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan 
ditindak lanjuti; 

f.  menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan 
dan pembinaan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas ;   

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk Kepala 
Sub Bidang Penelitian dan pengkajian.  

 
 
                            Penyusun Perencana Penanaman Modal 

 
Pasal 25 

Perencana Penanaman Modal mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 
a. menerima dan memeriksa bahan dan data perencana penanaman 

modal sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka 
penyusunan program; 

b. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program 

sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila 
diperlukan;  



18 

 

 

c. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang 

terkait dengan program sesuai prosedur dalam rangka penyusunan 
perencana penanaman modal; 

d. menyusun konsep penyusunan perencana penanaman modal sesuai 

dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang 
diharapkan; 

e. mendiskusikan konsep penyusunan perencana penanaman modal 

dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk 
kesempurnaan penyusunan perencana penanaman modal; 

f. menyusun kembali perencana penanaman modal berdasarkan hasil 
diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi 
penyusunan perencana penanaman modal; 

g. mengevaluasi proses penyusunan sesuai prosedur sebagai bahan 
perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada   baik secara lisan 
maupun secara tertulis untuk   bahan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;    

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk  
atasan. 

 

                      Operator Komputer 
 

                                 Pasal 26 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 

agar proses dapat berlanjut ; 
b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar 

c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;  
g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan  tugas  ; 

h.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan. 

 

 
 

Uraian Tugas Jabatan 

        Kepala Seksi  Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
 

Pasal 27 

(1) Tugas Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah 

melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah serta melakukan pengkajian pengembangan 

potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan 

mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing 

berdasarkan sector usaha dan wilayah. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai 

uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. melaksanakan pengumpulan data dengan menganalisa dan 

menyusun kebijakan penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 

diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan atasan agar  

tugas terlaksana dengan baik; 

d. melaksanakan analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan 

wilayah agar mencapai sasaran yang diharapkan; 

e. melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang 

penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan 

usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sector usaha 

dan wilayah untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 

f. menyusun rencana kerja   pengembangan iklim penanaman modal 

yang kondusif dengan mecatat semua rencana yang di berikan oleh 

kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyusun kebijakan pengembangan iklim penanaman modal 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;   

h. melakukan koordinasi dengan instansi teknik terkait di daerah dan 

Kabupaten/ Kota dengan untuk mencapai sasaran yang 

diharapkan; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam hal pengembangan 

sumber daya alam, dan prasarana publik (Infrastruktur)  serta 

peluang investasi dan kelayakan potensi penanaman modal di 

Kabupaten/Kota untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada   Kepala Bidang baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas; 

(3) Kepala  Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi : 

a. Pengumpul dan Pengolah Data; 
b. Pengembangan iklim; 

c. Pengetik; 
d. Operator Komputer. 
 

 
   Pengumpul dan Pengolah Data 

 

Pasal 28 
Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 
a. menerima dan mengumpulkan bahan dan data dari responden 

berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan 

selanjutnya; 
b. mengelompokkan bahan dan data sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan; 
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c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang 

terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
penyusunan rencana kerja;  

d. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang 

masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
yang akan diprioritaskan;  

e. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang 
akan ditindak lanjuti; 

f. menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan 
dan pembinaan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas ;   
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan.         

 
  Pengembangan Iklim 

Pasal 29 

Pengembangan Iklim mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk pengumpulan data dalam 

bidang pengembangan  dan kelayakan potensi penanaman modal 
dalam rangka mengembangan pegembangan iklim; 

b. mengumpulkan data untuk pengembangan potensi sumber daya 

alam dan prasarana publik/infrastruktur  untuk peluang investor  
dan kelayakan potensi penanaman modal di Kabupaten/Kota 
sesuai dengan prosedur; 

c. menyusun laporan hasil pengembangan menurut klasifikasinya 
masing-masing agar memudahkan dan tertibnya penyajian data 

apabila dibutuhkan;  
d. menyajikan hasil pengembangan dalam bentuk naskah, tabel 

maupun struktur sesuai  dengan kebutuhan;  

e. mengevaluasi pengembangan obyek kerja sesuai prosedur sebagai 
bahan perbaikan dan kesempurnaan untuk tercapainya sararan 

kerja; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  atasan baik secara 

lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas;    
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
 

          Pengetik 
 
         Pasal 30 

 Pengetik mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. menerima dan  membaca  konsep   surat   dari  atasan   untuk   

diketik   agar  dalam pengetikan konsep   surat  dengan   benar; 

b. menyiapkan  dan  memasang  kertas   karbon   ke dalam  

mesik  tik sesuai   dengan prosedur  dan  ketentuan  yang  

berlaku   untuk   menghasilkan  jumlah   tembusan yang  

diperlukan; 
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c. mengatur kerapian  letak  kertas  pada  mesin  tik, sesuai   
dengan  prosedur  dan ketentuan  yang  berlaku   agar 
menghasilkan  konsep  surat  yang  rapi; 

d. mengetik dengan   jarak   spasi  yang  telah  ditentukan,   

agar  mudah   dibaca   dan diperiksa; 

e. menyusun,  merapikan  dan  memelihara  hasil  ketikan   

untuk   dicocokan dengan konsep   surat  agar jika ada 

kesalahan  segera  diperbaiki; 

f. menyerahkan  hasil  ketikan   dan  bahan-bahannya    
kepada   atasan   untuk   diteliti dan diparaf/tandatangani;      

g. memelihara kebersihan mesin tik agar terhindar dari 

kerusakan apabila diperlukan. 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

lisan maupun tertulis  

 
 

        Operator Komputer 
 

         Pasal 31 

 Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai      
berikut : 

a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 
agar proses dapat berlanjut ; 

b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar 
c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan 
lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas  ; 

h.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah. 
  
  

            Uraian Tugas Jabatan 
                  Kepala Seksi  Promosi Penanaman Modal 

 
        Pasal 32 

(1) Tugas Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal adalah menyusun 

dokumen perencanaan promosi dan penyelenggaraan penanaman 
modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

a. menyusun dokumen rencana  penyelenggaraan promosi 

penanaman modal dengan cara mengumpulkan bahan rencana 

kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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b. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar setiap tugas 

yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan atasan agar 

tugas dapat terlaksana dengan baik; 

d. menyiapkan  bahan promosi , pameran dan roadshow dengan cara 

mengumpulkan bahan promosi sebagai bahan 

pertanggungjawaban; 

e. memfalisitasi dunia usaha dengan pihak perbankan dengan 

mengadakan rapat internal yang terkait dengan dunia usaha agar 

dapat mengetahui usaha dari pihak perbankan; 

f. menyusun jadwal kegiatan promosi secara terkoordinasi baik 

tingkat lokal, antar daerah, nasional dan manca negara agar 

pekerjaan berjalan dengan lancar; 

g. melaksanakan promosi,  pameran, roadshow, kontak bisnis  dalam 

maupun luar negeri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan fasilitasi  kerjasama/kemitraan dengan pemerintah 

dan dunia usaha baik regional, nasional  maupun internasional 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

i. menyebarkan informasi kerjasama tentang potensi sumber daya 

alam maupun prasarana publik melalui promosi, pameran 

roadshow dan promosi elektronik serta book let/leaf let, internet 

dan lain-lain agar mudah mendapatkan informasi; 

j. mengevaluasi hasil tugas promosi dan potensi daerah,  dengan 

mengadakan pertemuan yang terkait dengan usaha dan kontrak 

bisnis tingkat regional untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas;    

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

(3) Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal membawahi  : 

a. Pengumpul Bahan Media Promosi; 
b. Pengelola dan Pengumpul Data; 

c. Operator Komputer. 
 
 

 
Pengumpul Bahan Media Promosi 

 
Pasal 33 

        Pengumpul Bahan Media Promosi mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut ; 
a. menerima dan mengumpul bahan dari responden untuk media 

promosi berdasarkan prosedur yang telah di tentukan;  

b. melaporkan bahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan dalam 

rangka pameran promosi; 

c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan  dengan 

mengumpulkan data bahan media promosi sebagai penyusunan 

rencana kerja; 
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d. menerima dan meneliti kebenaran bahan media promosi 

berdasarkan data yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan; 

e. mengolah dan menyajikan data promosi sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;. 

f.  menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi  perencanaan 

dan pembinaan dalam media promosi; 

g. mengumpulkan bahan informasi dalam rangka rencana promosi 

pameran dan roadshow sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;. 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk  

Pimpinan. 

 
 

                       Pengelola dan  Pengumpul Data 
 

               Pasal 34 
Pengelola dan Pengumpul Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. menyusun  program  kerja,   bahan    dan  alat  perlengkapan   

data kenaikan pangkat sesuai dengan prosedur   dan   

ketentuan    yang   berlaku   agar   dapat  berjalan dengan   

baik; 

b. memantau, pengelola dan pengumpul data sesuai dengan 

bidang tugasnya agar terdapat kesesuaian dengan   rencana 

awal; 

c. mengendalikan   program  kerja,   sesuai   dengan   

prosedur  dan  ketentuan   yang berlaku, agar  tidak  terjadi  

penyimpangan  dalam  pelaksanaan; 

d. mengkoordinasikan dengan bidang-bidang terkait lingkup 

dinas dalam rangka   pelaksanaannya agar  program dapat  

terlaksana    secara   terpadu; 

e. mengevaluasi  dan  menyusun   laporan   secara   berkala,  

sesuai   dengan   prosedur dan  ketentuan yang  berlaku   

sebagai   bahan   penyusunan program untuk kelancaran 

pelaksaaan tugas; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;   

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

petunjuk atasan. 

 
 

Operator Komputer 

Pasal 35 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
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a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 

agar proses dapat berlanjut ; 
b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 
e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan 

lancar;  
g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas  ; 

h.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan. 
 

 

Bagian Keempat 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan Informasi 

Pasal 36 
(1) Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan 

Informasi adalah melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan 

penanaman modal, membina dan memfasilitasi permasalahan 
penanaman modal serta pengembangan sistem informasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan 
Informasi uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal 
berdasarkan sektor usaha dan wilayah agar pekerjaan berjalan 

dengan lancar; 
b. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para Kepala 

Seksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 
c. mengontrol pelaksanaan tugas para Kepala Seksi sesuai petunjuk 

atasan  agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik; 

d. melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan penanaman 
modal dengan mencermati langsung agar pekerjaan berjalan 

dengan lancar; 
e. melaksanakan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman 

modal sesuai  dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 

perundang-undangan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal dengan pemerintah dan instansi terkait untuk 
mengetahui masalah yang terkait di bidang pengendalian; 

g. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

dan pengolahan data dengan cara mengumpulkan informasi yang 
terkait di Bidang Pengendalian agar dapat mengetahui infomasi;  

h. melakukan  pembinaan dan pengawasan terhadap instansi 

penanaman modal Kabupaten/Kota di bidang pengendalian 
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pelaksanaan penanaman modal dan informasi dengan pertemuan 

atau rapat agar tercapainya sasaran yang diharapkan;  
i. melakukan verifikasi laporan kegiatan penanaman modal dengan 

cara membuat daftar laporan untuk bahan pertanggungjawaban; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  Kepala Dinas baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;    

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh kepala 
dinas.  

(3) Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan 
Informasi membawahi;   
a. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah 

Daratan; 

b. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah 

Kepulauan; 

c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi. 

 

 
 
 

 
 

                   Uraian Tugas Jabatan                 
                    Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan  

                Penanaman Modal Wilayah Daratan 

 
           Pasal 37 

(1) Tugas Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Wilayah Daratan adalah melaksanakan pemantauan, pengawasan, 
penanganan permasalahan dan pembinaan penanaman modal wilayah 
daratan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Daratan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai 

bidang tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 

diberikan  dapat diselesaikan dengan baik; 
c. menyusun rencana program kegiatan pengendalian penanaman 

modal wilayah daratan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk teraarahnya pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan pemantauan dan mengarahkan pelaksanaan 

penanaman modal wilayah daratan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku  agar dapat di ketahui tingkat 
pelaksanaannya dan penyelesaian tugas; 

e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas penanaman modal 
wilayah daratan dengan mengecek langsung pelaksanaannya agar 

setiap tugas dapat di selesaikan dengan baik; 
f. menyusun dan menyelesaikan  permasalahan pelaksanaan 

penanaman modal wilayah daratan dengan menjelaskan pokok 

permasalahannya dan pemecahannya agar dapat terlaksana dengan 
baik; 
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g. melaksanakan pembinaan  dan pengembangan pelaksanaan 

penanaman modal wilayah daratan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku untuk mencapai kerja yang optimal; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

pimpinan. 
(3) Kepala Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Wilayah Daratan  : 
a. Penyusun Laporan; 
b. Pengumpul dan Pengelola data; 

c. Operator Komputer.  
 

 
         Penyusun Laporan 
 

Pasal 38 
Penyusun Laporan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai   berikut : 
a. menerima dan memeriksa bahan dan data laporan sesuai prosedur 

sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program; 
b. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data laporan 

sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila 
diperlukan;  

c. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal 

yang terkait dengan program sesuai prosedur dalam rangka 
penyusunan laporan; 

d. menyusun konsep penyusunan program sesuai dengan hasil kajian 

dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; 
e. mendiskusikan konsep penyusunan laporan dengan pejabat yang 

berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan 
penyusunan program;  

f. menyusun kembali laporan berdasarkan hasil diskusi sesuai 

prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan laporan; 
g. mengevaluasi proses penyusunan laporan  sesuai prosedur sebagai 

bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran; 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
i. melaksanakan    tugas   kedinasan   lainnya   yang   diperintahkan    

pimpinan   baik secara  tertulis   maupun  lisan. 

 
    Pengelola dan  Pengumpul Data 

 
    Pasal 39 

Pengelola dan Pengumpul Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 
a. menyusun  program kerja, bahan dan alat perlengkapan 

pengumpulan data  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan 
baik; 

b. memantau  pengumpulan data sesuai dengan bidang  tugasnya, 
agar dalam pelaksanaan  terdapat  kesesuaian dengan  rencana 
awal; 
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c. mengendalikan program  kerja, sesuai dengan prosedur  dan 

ketentuan yang berlaku, agar  tidak terjadi penyimpangan dalam 
pelaksanaan; 

d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan instansi lain 

dalam rangka pelaksanaanya agar program dapat terlaksana secara 
terpadu;  

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;   

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 
                         Operator Komputer  

                        Pasal 40 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 

agar proses dapat berlanjut ; 
b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 
c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan 
lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas  ; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 
 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal Wilayah Kepulauan 

 
  Pasal 41 

(1) Tugas Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Wilayah Kepulauan adalah melaksanakan pemantauan, pengawasan, 
penanganan permasalahan dan pembinaan penanam modal wilayah 
kepulauan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah 

Kepulauan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai 

bidang tugasnya masing-masing agar terlaksananya tugas dengan 

baik; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan diselesaikan dengan baik; 
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c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan oleh atasan 

dengan mengecek langsung agar pekerjaannya dapat berjalan 
dengan lancar;  

d. menyusun rencana program kegiatan pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal wilayah kepulauan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan pemantauan dan mengarahkan pelaksanaan 

penanaman modal wilayah kepulauan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku  agar dapat di ketahui tingkat 

pelaksanaannya dan terselesaikan dengan tepat waktu; 
f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas penanaman modal 

wilayah kepulauan dengan mengecek langsung pelaksanaannya 

agar setiap tugas dapat di selesaikan dengan baik; 
g. menyusun dan menyelesaikan  permasalahan pelaksanaan 

penanaman modal wilayah kepulauan dengan menjelaskan pokok 
permasalahannya dan pemecahannya agar dapat terlaksana dengan 
baik; 

h. melaksanakan pembinaan  dan pengembangan pelaksanaan 
penanaman modal wilayah kepulauan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk mencapai kerja yang optimal; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

(3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Kepulauan 
membawahi  : 
a. Pengadministrasi Laporan; 

b. Pengumpul dan Pengelola Data; 
c. Operator Komputer. 

 
Pengadministrasi Laporan 

 

Pasal 42 
Pengadministrasi Laporan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut ; 
a. menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk dan laporan 

kegiatan penanaman modal di bidang pengendalian wilayah 

kepulauan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku,agar memudahkan pencarian; 

b. mengelompokan dokumen laporan kegiatan penanaman modal 

menurut jenis da sifatnya sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar memudahkan pendistibusian; 

c. memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian; 

d. mendokumentasikan laporan kegiatan penanaman modal sesuai 

dengan prosdur dan ketentuan yang berlaku agar tertib 
administrasi; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas laporan kegiatan penanaman 
modal; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan. 
    

 

Pengelola dan  Pengumpul Data 
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Pasal 43 

Pengelola dan Pengumpul Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 
a. menyusun program kerja dan mengumpulkan bahan responden 

untuk pengendalian  wilayah kepulauan sesuai dengan prosedur 
dan  ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan tugas 
berjalan dengan baik;  

b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan instansi lain 
dalam rangka pelaksanaanya,agar program dapat terlaksana secara 

terpadu;  
c. mengendalikan program kerja dan menyusun data tentang 

perusahaan yang akan bermitra untuk memudahkan  dalam proses 

lebih lanjut; 
d. membuat laporan pengelola dan pengumpul data sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  kepada  atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas;  
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 
 

Operator Komputer 

 

Pasal 44 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 

agar proses dapat berlanjut ; 
b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 
e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan 

lancar;  
g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 
 

                                Uraian Tugas Jabatan                 

                 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi 
 

Pasal 45 

(1) Tugas Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi adalah 
melaksanakan pengolahan data dan pelaporan perizinan, nonperizinan, 
penanaman modal serta pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi penanaman modal. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah 
Kepulauan mempunyai uraian tugas sebagai berikut; 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang 

tugasnya masing-masing agar terlaksananya pelaksanaan tugas; 
b. membimbing tugas bawahan dan mengarahkan serta menjelaskan   

pemecahannya agar setiap yang diberikan  dapat diselesaikan 

dengan baik; 
c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan oleh 

pimpinan agar pekerjaannya berjalan dengan lancar dan  tepat 
waktu; 

d. menyusun rencana program kegiatan pengolahan data dan sistem 

informasi sesuai dengan prosedur dan berlaku untuk kelacaran 

pelaksanaan tugas; 

e. melakukan pengolahan data dengan melaporkan semua kegiatan 

penanaman modal agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. melakukan verifikasi/validasi laporan kegiatan penanaman modal 

dengan mengumpulkan semua laporan verifikasi/validasi agar 

mengetahui semua laporan kegiatan; 

g.  melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal   sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas; 

h. melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman 

modal sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan dan sebagai 

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. menyusun data realisasi laporan kegiatan penanaman modal secara 

periodik agar mengetahui semua data realisasi; 

j. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non 

perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan 

berjalan dengan lancar; 

k. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal dengan memberikan informasi agar mengetahui 

pengembangan sistem informasi; 

l. menyajikan dan memperbaharui data dan informasi dalam website 

kantor agar mengetahui data yang lebih akurat dan cepat; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

n.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

 (3)Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi membawahi ;  

b. Pengolah Data Informasi; 
c. Pengumpul dan Pengelolah Data; 

d. Operator Komputer. 
             

 
Pengolah Data Informasi 
 

Pasal 46 
Pengolah Data Informasi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut ; 
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a. mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam 
metode dan teknik dalam mengolah data informasi; 

b. mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 
berdasarkan jenis data informasi; 

c. menganlisis data informasi sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran 
informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang 

masuk; 
d. menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data 

informasi yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data 
informasi yang diolah; 

e. mencatat perkembangan dan permasalahan data informasi 
periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk mengetahui langka pemecahannya; 

f. mengolah dan menyajikan data informasi dalam betuk yang 
ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

lisanmaupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan. 

 

          Pengelola dan  Pengumpul Data 
 

        Pasal 47 

Pengelola dan Pengumpul Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. menyusun program kerja dan mengumpulkan bahan responden 
untuk pengendalian  wilayah kepulauan sesuai dengan prosedur 
dan  ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan tugas 

berjalan dengan baik;  
b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan instansi lain 

dalam rangka pelaksanaanya,agar program dapat terlaksana secara 
terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 

c. mengendalikan program kerja dan menyusun data tentang 

perusahaan yang akan bermitra untuk memudahkan  dalam proses 
lebih lanjut; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;  

e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 
atasan. 

 

Operator Komputer  

 

Pasal 48 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai      
berikut : 

a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 
agar proses dapat berlanjut ; 

b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 
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c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 
d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan 
lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

 
  Bagian Kelima 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 
 

   Pasal 49 

(1) Tugas Kepala Bidang Penyelenggraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan adalah melakasanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan 
provinsi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Penyelenggraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun sebelumnya dan 
petunjuk Kepala Dinas agar dalam pelaksanaannya berjalan baik;  

b. membagi tugas kepada para Kepala Seksi dengan mendisposisi 

sesuai bidang tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang 
tindih dalam pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada  para Kepala Seksi dengan menjelaskan 

pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

d. menilai pelaksanaan tugas para Kepala Seksi sesuai dengan 
ketentuan dan petunjuk Kepala Dinas agar terjalin kerjasama yang 
baik, serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;  

e. menyusun  rencana  Kerja yang sesuai dengan penyelenggaraan 
perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancarannya pelaksanaan tugas;.  
f. melaksanakan validasi dan identifikasi sesuai dengan  persyaratan 

permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran tugas; 
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penerbitan perizinan dan nonperizinan yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar mencapai sasaran yang diharapkan;   
h. menyusun dan melaksanakan verifikasi terhadap rancangan izin 

yang akan diterbitkan sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban;  

i. mengadministrasikan dokumen sesuai dengan pelaksanaan tugas 

yang permohonannya sampai dengan penerbitan izin untuk 
tercapainya kerja yang optimal;. 

j. melaksanakan peninjauan lapangan dengan cara memantau agar 
sebelum diterbitkan izin sesuai yang telah diharapkan; 
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k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh kepala 

dinas.  
(3) kepala bidang penyelenggraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

membawahi  : 

a. kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan I; 

b. kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan II; 

c. kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan III. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan I 
 

Pasal  50 
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan I adalah 

melaksanakan, 

merencanakan,mengolah,memeriksa,memverifikasi,mengidentifikasi,me
ngkoordinasikan,memvalidasi, mengadministrasi, menerbitkan 
dokumen perizinan dan nonperizinan serta melaksanakan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pelayanan 

Perizinan dan Noperizinan I mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai 

bidang tugasnya masing-masing agar tidak menjadi tumpang tindih 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 

diberikan diselesaikan dengan baik; 
c. melaksanakan dan mengolah rencana kerja yang sesuai dengan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar 
memenuhi rancangan kerja yang baik; 

d. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan 

petunjuk kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan i sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; 

e. mengidentifikasi dan mengkoordinasikan kepada instansi terkait 
dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan nonperzinan sebagai 
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan 
sesuai ketentuan yang berlaku unuk kelancaran pelaksanaan 
tugas;  

g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan  sesuai 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 

h. melakukan verifikasi terhadap prosedur ketentuan perizinan dan 
non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan  baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan. 
(3) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan I membawahi  : 

a. Administrasi Perizinan dan Nonperizinan I; 

b. Pengolah Perizinan dan Nonperizinan I; 
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c. Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan I. 

 
Administrasi Perizinan Dan Nonperizinan I 
 

         Pasal 51 
Administrasi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut :  

a. meneliti kelengkapan administrasi  sesuai dengan berkas 
permohonan perizinan dalam rangka proses lebih lanjut; 

b. mengadministrasikan berkas permohonan perizinan kedalam buku 
kendali sesuai dengan nomor urut penerimaan  berkas untuk 
memudahkan pengecekan;  

c. mendistribusikan berkas permohonan perizinan ke unit yang 
menangani sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 

perizinan; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan . 

 

 

 

              Pengelola Perizinan dan Nonperizinan I 

Pasal 52 
Pengelola Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut :  
a. menerima dan mencatat berkas permohonan izin dari front office 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang  berlaku untuk 
diproses lebih lanjut; 

b. memeriksa berkas permohonan izin sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan    yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 
c. mengelompokkan dan memproses berkas permohonan izin sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang  berlaku sesuai dengan 
petunjuk Kepala Seksi Perizinan dan Nonperizinan I; 

d. memeriksa dan mengkonsultasikan kendala   yang   timbul dalam 

pelaksanaan proses   penerbitan izin dengan pejabat    yang   
berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan   
yang   berlaku untuk penyelesaian masalah; 

e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai 
dengan prosedur sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.  
 

 

Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan II 
 

Pasal 53 
Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut :  

a. menyortir berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaian; 

b. mencatat berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk bahan pengklasifikasian; 



35 

 

 

c. menyusun berkas perizinan berdasarkan metode yang telah 

ditentukan sebagai bahan penolong agar dokumen mudah 
ditemukan; 

d. menyiapkan berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk melayani pemakai; 
e. merawat berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar berkas perizinan terawatt dengan baik dan 

benars ampai batas waktu yang ditentukan; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II 
 

                                       Pasal 54 

(1) Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan II adalah 
melaksanakan, 
merencanakan,mengolah,memeriksa,memverifikasi,mengidentifikasi,me

ngkoordinasikan,memvalidasi, mengadministrasi, menerbitkan 
dokumen perizinan dan nonperizinan serta melaksanakan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan II mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang 

tugasnya masing-masing, agar tidak menjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan diselesaikan dengan baik; 

c. melaksanakan dan mengolah rencana kerja yang sesuai dengan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II agar 
memenuhi rancangan kerja yang baik; 

d. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan 
petunjuk kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan II untuk terlaksananya tugas dengan baik; 

e. mengidentifikasi dan mengkoordinasikan kepada instansi terkait 
dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagai 
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan serta 
melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan sebagai bahan 

pertanggungjawaban; 
g. melakukan verifikasi terhadap perizinan dan non perizinan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;. 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan  baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan. 

(3) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan I membawahi  : 

a. Administrasi Perizinan dan Nonperizinan II; 
b. Pengolah Perizinan dan Nonperizinan II; 
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c. Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan II. 

 
Administrasi Perizinan dan Nonperizinan II 

 

Pasal 55 
Administrasi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut :  

a. meneliti kelengkapan administrasi  sesuai dengan berkas 
permohonan perizinan sesuai persyaratan dalam rangka proses lebih 

lanjut; 
b. mengadministrasikan berkas permohonan perizinan kedalam buku 

kendali sesuai dengan nomor urut penerimaan  berkas untuk 

memudahkan pengecekan;  
c. mendistribusikan berkas permohonan perizinan ke unit yang 

menangani sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 
perizinan; 

d. membuat laporan administrasi perizinan dan non perizinan sesuia 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan.  

   

Pengelola Perizinan dan Nonperizinan II 
 

       Pasal 56 

       Pengelola Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut :  

a. menerima dan mencatat berkas permohonan izin dari front office 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang  berlaku untuk 
diproses lebih lanjut; 

b. memeriksa berkas permohonan izin sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan    yang berlaku untuk diproses lebih lanjut. 

c. mengelompokkan dan memproses berkas permohonan izin sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang  berlaku sesuai dengan 
petunjuk Kepala Seksi Perizinan dan Nonperizinan II 

d. memeriksa dan mengkonsultasikan kendala   yang   timbul dalam 
pelaksanaan proses   penerbitan izin dengan pejabat    yang   
berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan   yang   

berlaku untuk penyelesaian masalah; 
e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai 

dengan prosedursebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.  

 

Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan II 
 

       Pasal 57 

Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut :  

a. menyortir berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaian; 

b. mencatat berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk bahan pengklasifikasian; 
c. menyusun berkas perizinan berdasarkan metode yang telah 

ditentukan sebagai bahan penolong agar dokumen mudah 
ditemukan; 
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d. menyiapkan berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk melayani pemakai; 
e. merawat berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar berkas perizinan terawat dengan baik dan benar 

sampai batas waktu yang ditentukan; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; 
g.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan. 
   

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III 
 

Pasal 58 
(1) Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan III adalah 

melaksanakan,merencanakan,mengolah,memeriksa,memverifikasi,men

gidentifikasi mengkoordinasikan,memvalidasi, mengadministrasi, 
menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan serta melaksanakan 
evaluasi penyelenggaraan pelayanan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan III mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai 

bidang tugasnya masing-masing, agar tidak menjadi tumpang 

tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 

diberikan diselesaikan dengan baik; 
c. melaksanakan dan mengolah rencana kerja yang sesuai dengan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan iii agar 
memenuhi rancangan kerja yang baik; 

d. mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan disposisi dan 

petunjuk kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan iii sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; 

e. mengidentifikasi dan mengkoordinasikan kepada instansi terkait 
dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan nonperzinan sebagai 
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

f. menyiapkan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan serta 
melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan sebagai bahan 
pertanggungjawaban; 

g. melakukan verifikasi terhadap prosedur ketentuan perizinan dan 
non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;. 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan  baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan. 

(3)   Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Noperizinan III membawahi  : 

a. Administrasi Perizinan dan Nonperizinan III; 
b. Pengolah Perizinan dan Nonperizinan III; 
c. Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan III. 

 
 



38 

 

 

Administrasi Perizinan dan Nonperizinan III 

 
    Pasal 59 

Administrasi Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut :  
a. meneliti kelengkapan administrasi  sesuai dengan berkas 

permohonan perizinan sesuai persyaratan dalam rangka proses lebih 

lanjut; 
b. mengadministrasikan berkas permohonan perizinan kedalam buku 

kendali sesuai dengan nomor urut penerimaan  berkas untuk 
memudahkan pengecekan;  

c. mendistribusikan berkas permohonan perizinan ke unit yang 

menangani sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 
perizinan; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

e.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan.  
   

Pengelola Perizinan dan Nonperizinan III 

 
    Pasal 60 

Pengelola Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut :  
a. menerima dan mencatat berkas permohonan izin dari front office 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang  berlaku untuk 
diproses lebih lanjut; 

b. memeriksa berkas permohonan izin sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan    yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 
c. mengelompokkan dan memproses berkas permohonan izin sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang  berlaku sesuai dengan 
petunjuk Kepala Seksi Perizinan dan      Nonperizinan III; 

d. memeriksa dan mengkonsultasikan kendala   yang   timbul dalam 

pelaksanaan proses   penerbitan izin dengan pejabat    yang   
berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan   yang   

berlaku untuk penyelesaian masalah; 
e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai 

dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;  
 

Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan III 

 
Pasal 61 

Pendokumentasi Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai   berikut :  
a. menyortir berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaian; 
b. mencatat berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk bahan pengklasifikasian; 
c. menyusun berkas perizinan berdasarkan metode yang telah 

ditentukan sebagai bahan penolong agar dokumen mudah 

ditemukan; 
d. menyiapkan berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk melayani pemakai; 
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e. merawat berkas perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar berkas perizinan terawat dengan baik dan benars 
ampai batas waktu yang ditentukan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan. 

 
Bagian Keenam 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Bidang Pengaduan dan Kebijakan Pelaporan Layanan 
 

Pasal 62 

(1) Tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
adalah melaksanakan analisa pengaduan, memberikan informasi 

layanan, mengumpulkan peraturan  perundang – undangan dan 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta membuat laporan 
perkembangan layanan  perizinan dan nonperizinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut ; 

a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun sebelumnya dan 
petunjuk Kepala Dinas agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan 

lancar;  
b. membagi tugas kepada para Kepala Seksi dengan mendisposisi 

sesuai bidang tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang 

tindih dalam pelaksanaan tugas; 
c. memberi petunjuk kepada  para Kepala Seksi dengan menjelaskan 

pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat terselesaikan dengan baik; 

d. melaksanakan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, 

identifikasi, verifikasi, pengkoordinasian, evaluasi, monitoring, 
merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, 
penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan 

nonperizinan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 
e. melaksanakan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, 

analisis, fasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, 
mengolah, memimpin, simplifikasi, sinkrinisasi, evaluasi, 
menotoring penyusunan kebiajkan, harmonisasi dan pemberian 

advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat 
dalam penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;  

f. melaksanakan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, 

analisis, koordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, 
mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan 
standar layanan  mengolah, mengoperasionalkan, menginput, 

mengarsipkan data, mengdokumentasikan, memetakan layanan, 
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan 

dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, 
menciptakan (inovasi) pola pelayanan menyusun data dan pelaporan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, 

transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif 
agar mencapai hasil yang optimal; 
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g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  Kepala Dinas baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;   

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk kepala 

dinas. 
                (3) Kepala Bidang Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan Layanan   

membawahi  : 

a. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 
b. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 

c. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 
 

Pasal 63 

(1) Tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, adalah 
melaksanakan administrasi, mengidentifikasi, menganalisis,  
mengkoordinasikan dan merumuskan pemecahan permasalahan 

pengaduan. 
(2) Untuk melaksanakan sbagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala 

seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang 

tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan diselesaikan dengan baik; 

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar dapat 
diketahui tingkat pelaksanannya dan penyelesaian tugas;  

d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas dengan meneliti dan menelaah 

secara cermat serta memperbaiki bagian yang salah agar tugas 
terlaksana dengan baik; 

e. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;. 
f. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan untuk mencapai kerja yang optimal;. 
g. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan sesuai dengan petunjuk atasan agar pekerjaan 
berjalan dengan lancar; 

h. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan 
konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
i. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai degan prosedur dan 
ketentan yang berlaku sebagai penyusunan rencana kerja; 

j. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan 
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan 

nonperizinan; 
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k. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, 

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dan nonperizinan agar masalah dapat terselesaikan dengan mudah; 

l. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan nonperizinan sesuai petunjuk Kepala Bidang 
Pengaduan agar tercapai sasaran kerja yang baik; 

m. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, 
informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

n. mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan agar dapat terarahnya pelaksanaan tugas; 

o. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut 
pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam 
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan 

konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan. 
 

(3) Kepala seksi Pengaduan dan Informasi Layanan membawahi  : 

a. Pengelola data Pengaduan Publik;  
b. Pengelola dan Pengumpul Data; 
c. Operator Komputer. 

 
 

          Pengolah Data Pengaduan Publik 
 
                          Pasal 64 

Pejabat Pengolah Data Pengaduan Publik adalah mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut : 

a. melaksanakan administrasi data pengaduan publik sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan dan memeriksa data pengaduan publik sebagai 
bahan kegiatan berdasarkan jenis pengaduannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan apabila di perlukan; 

c. mempelajari data pengaduan publik dalam menentukan volume 
kegiatan dan menghasilkan kebenaran informasi yang telah di 

hasilkan dalam volume kegiatan; 
d. mencatat permasalahan data pengaduan publik secara priodik atau 

berkala untuk mengetahui langkah pemecahannya; 

e. menyiapkan data pengaduan publik yang akan diselesaikan dengan 
mengumpulkan data pengaduan agar dapat terselesaiakan dengan 

baik; 
f. mengevaluasi pengolah data pengaduan publik sesuai ketentua yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyampaikan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pengaduan 
publik kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 
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Pengelola dan  Pengumpul Data 

 
Pasal 65 

Pengelola dan Pengumpul Data mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 
a. menyusun program kerja dan mengumpulkan data Pengaduan 

publik sesuai dengan prosedur dan  ketentuan yang berlaku agar 

dalam pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;  
b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan instansi lain dalam 

rangka pelaksanaanya, agar program dapat terlaksana secara 
terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 

c. mengendalikan program kerja dan menyusun data tentang 

pengaduan publik yang akan bermitra untuk memudahkan  dalam 
proses lebih lanjut; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;   

e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan. 
    

  Operator Komputer  

 

Pasal 66 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 
agar proses dapat berlanjut ; 

b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 
c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 
d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan prosedur 
yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

 
 

                                 Uraian Tugas Jabatan 
 Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan  Layanan 
 

                              Pasal 67 
(1) Tugas Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan adalah 

menyiapkan reverensi, regulasi merencanakan penyusunan 
kebijakan,mengkaji,menganalisis penyusunan kebijakan,dan membuat 
rancangan kebijakan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan bagai berikut : 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang 

tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas; 
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b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan serta 

menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang 
diberikan diselesaikan dengan baik; 

c. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan agar dapat 

diketahui tingkat pelaksanaannya san penyelesaian tugas;  
d. mengoreksi hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti dan 

menelaah secara cermat agar terlaksananya tugas dengan baik; 

e. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait 
dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan 

penyuluhan kepada masyarakat; 
f. merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan 

terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

g. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) 
terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian 

sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan. 
h. menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-

undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan 
kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan 

dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi 
ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan 
perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan agar dapat teraranya pelaksanaan tugas; 
j. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah 

terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;. 
k. melakukan sosialisasi dan penyuluhan  kepada masyarakat dalam  

dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui hasil dari 
sosialisasi;   

l. menerima dan menganalisa permohonan pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat 

sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait 
dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan berusaha untuk kerja yang optimal;. 

m. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi 
daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi 

dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan 
serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat sebagai 
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;. 

n. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan 
serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
o. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta 

advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan  dalam 

mengeluarkan peraturan lingkup daerah; 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan 

 

(3). Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan membawahi  : 
a. Penyiap Bahan Perumusan Rancangan Kebijakan Teknis; 
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b. Pengelola bahan Penyuluhan Layanan; 

c. Pengumpul dan Pengelola data; 
d. Operator Komputer. 

 

 
Penyiap Bahan Perumusan 

Rancangan Kebijakan Teknis 

 
Pasal 68 

Penyiap Bahan Perumusan Rancangan Kebijakan Teknis mempunyai 
tugas jabatan  sebagai berikut : 
a. menerima dan mencatat bahan data pengaduan  sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; 
b. memeriksa dan mengklasifikasikan pengaduan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; 
c. mengkaji dan menelaah  pengaduan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas; 

d. menyusun konsep rancangan kebijakan teknis sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. mendiskusikan konsep rancangan kebijakan teknis  dengan pejabat 

yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengevaluasi bahan perumusan kebijan teknis sesuai prosedur 
sebagai bahan pertanggunjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
             Pengelola Bahan Penyuluhan Layanan 

 
       Pasal 69 

Pengelola Bahan Penyuluhan Layanan mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. menerima dan mencatat surat pengaduan terkait investasi sesuai 
dari hasil penyuluhan agar diketahui hasil dari penyuluhan; 

b. melaporkan hasil dari penyuluhan yang masuk kepada kasubidnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya 
pelaksanan tugas; 

c. menerima dan meneruskan laporan kegiatan pelaksanaan  

penanaman modal kepada kasubidnya yang sesuai dengan kepala 
bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan penyuluhan layanan sesuai ketentuan yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar;  

e. membuat laporan bahan penyuluhan layanan sesuai prosedur 

sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tuags; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada  atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;    
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g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk 

atasan. 
                    
 

 Pengelola dan Pengumpul Data 
 

Pasal 70 

Pengelola dan Pengumpul Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. menyusun program kerja dan mengumpulkan data Penyuluhan 
Layanan sesuai dengan prosedur dan  ketentuan yang berlaku agar 
dalam pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;  

b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan instansi lain dalam 
rangka pelaksanaanya agar program dapat terlaksana secara 

terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 
c. mengendalikan program kerja dan menyusun data tentang 

kebijakan dan penyuluhan yang akan bermitra untuk memudahkan  

dalam proses lebih lanjut; 
d. menyiapkan bahan pengumpulan data sesuai prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. mengevaluasi bahan pengumpulan data sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah  atasan. 
 

Operator Komputer 

 

Pasal 71 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 
agar proses dapat berlanjut ; 

b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 
d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar ; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan prosedur 
yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;  

g. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan  tugas  ; 

 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

           

Uraian Tugas Jabatan 
 Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan  Layanan 
 

Pasal 72 
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(1) Tugas Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan adalah 

merencanakan, mengidentifikasi, mengkaji, menganalisis, merumuskan 
dan membuat laporan kebijakan peningkatan layanan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 
SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beraku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 
SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 
c. mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan 

yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan 
dan nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerjaan 
berjalan dengan lancar; 

d. mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang 
meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan 
dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan agar 
pekerjaan berjalan dengan lancar. 

e. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang 
meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 
layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan 

dan nonperizinan. 
f. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan 

terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta 
pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi 
pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, 

murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan 
perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif; 

g. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang 
meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan 
nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan 

data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
h. mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan nonperizinan sesuai petunjuk untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
i. membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; 
j. menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara 
elektronik) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pekerjaan berjalan dengan lancar; 
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k. menyiapkan laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi;  

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 
SP, SPM, dan MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara 

elektronik) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
pekerjaan berjalan dengan lancar; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan. 

(3) Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan membawahi : 

a.  Pengelola Data, Laporan dan Evaluasi; 
b.  Pengelola dan Pengumpul Data; 

c.  Operator Komputer. 
 
 

          Pengelola Data, Laporan dan  Evaluasi 
 
 

                               Pasal 73 
Pengelola Data, Laporan dan Evaluasi mempunyai tugas jabatan 

sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data dan laporan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. mempelajari, menganalisa serta menelaah data dan laporan sesuai 
dengan mekanisme dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. mengevaluasi dan meneliti  data dan laporan  dalam rangka 
penyelesaian pekerjaan sebagai bahan pertanggungjawaban; 

d. membuat laporan kegiatan sesuai hasil analisis untuk di sampaikan 
kepada pimpinan; 

e. menyiapkan data pelaporan dan evaluasi sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas; 
f. mengoreksi data pelaporan dan evaluasi sesuai dengan petunjuk 

atasan agar  pekerjaan berjalan dengan lancar; 
g. memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk 

disampaikan kepada pimpinan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tuags kepada atasan baik secara 
lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai perintah atasan.    
 

 Pengelola dan  Pengumpul Data 
 

Pasal 74 

Pengelola dan Pengumpul Data mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. menyusun program kerja dan mengumpulkan data pelaporan dan 
evaluasi sesuai dengan prosedur dan  ketentuan yang berlaku agar 
dalam pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;  

b. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan instansi lain dalam 
rangka pelaksanaanya agar program dapat terlaksana secara 
terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 
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c. mengendalikan program kerja dan menyusun data tentang 

pelaporan dan evaluasi yang akan bermitra untuk memudahkan  
dalam proses lebih lanjut; 

d. menyiapkan bahan pengumpulan data sesuai prosedur agar 

pekerjaan berjalan dengan lancar; 
e. menata hasil pengumpulan data sesuai ketentuan yang berlaku agar 

data tersimpan dengan rapi; 

f. membuat laporan hasil pengumpulan data sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan pertangguangjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 
pimpinan. 

 

Operator Komputer 

 

Pasal 75 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
 

 
a. mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku 

agar proses dapat berlanjut ; 
b. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai prosedur yang 

berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

c. melakukan pemantauan peralatan komputer sesuai prosedur yang 
berlaku agar pekerjaan berjalan dengan optimal ; 

d. melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar; 

e. mengecek peralatan yang rusak sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan  tugas; 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

pimpinan. 

 
 

BAB IV 

  KETENTUAN PENUTUP 

   Pasal  75 

Pada saat  Peraturan Gubernur  ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 125 Tahun 2013 tentang Uraian 
Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Badan Penanaman 

Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ketentuan lain yang 
bertentangan dengan Peraturan ini   dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
 
 

Pasal 76 
Peraturan  Gubernur  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam   Berita  Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara. 

  

 
Ditetapkan  di  Kendari 
pada tanggal  26 Juni 2018 

 
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

 
                     TTD 
              

 
             TEGUH SETYABUDI 

 
 
Diundangkan di Kendari 

Pada tanggal  26 Juni 2018 
 
  Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 
    

TTD 
 
             ISMA    

 
BERITA  DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  TAHUN  2018  NOMOR  27 :      

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


